BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG
*==3AHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 56 TAHUN 2020
~=+ 712G KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
- .74 KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

wem—mbang . a. bahwa dalam rangka mendukung penyederhanaan
birokrasi yang optimal bagi seluruh instansi
pemerintah di daersh dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan
Jabatan Administrasi ke:Dalam Jabatan Fungsional,
maka Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 56 Tahun
2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Pungsi serta Tata Kc‘r\ja Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Sumbawa s\udah tidak sesuai dengan
kebutuhan pengaturan, sehingga pertu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Sumbawa Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Pungsi serta Tata
Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Sumbawa; |

5
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
& Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I dalam

Wilayah Daerah-dacrah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur |(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun} 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
I:da;nesia Tahun 2014 Nomor 6, Tamﬁphan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

§
-Un Nomor 23 Tahun 2014 tentang
* E;‘i“niwh;'ﬁng * acrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia {Nomor 5587)
gebagaimana telah diubah beberapa 'kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

(" tentang Cipta Kerja (Lembaran Nega}\a Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, \'l‘ambahan



AF

10.

11.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5887)
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun
2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan
Ketenteraman  Masyarakat serta  Perlindungan
Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 548);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021
tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 525);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021
tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada
Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
546);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa
Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694);




MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 56 TAHUN 2020
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN SUMBAWA.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 56 Tahun 2020
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten
Sumbawa Tahun 2020 Nomor 56) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah schingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Satpol PP terdiri atas:
a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Satpol PP.
b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat terdiri atas:
1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
2. Subbagian Keuangan; dan
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Unsur Pelaksana adalah Bidang terdiri atas:
1. Bidang Penegakan Perundang-undangan, yang membawahi:
a) Seksi Penyuluhan dan Pengawasan;
b) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
c) Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, yang
membawahi: '

a) Scksi Operasi dan Pengendalian;
b) Seksi Kerja Sama; dan
¢) Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Bidang Kapasitas Sumber Daya Aparatur, yang membawahi:
a) Seksi Sumber Daya Aparatur dan Sumber Daya Manusia;
b) Seksi Pendidikan dan Latihan Dasar dan Fungsional; dan
c) Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Bidang Perlindungan Masyarakat, yang membawahi:

a) Seksi Perlindungan Masyarakat;
b) Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan
) Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat
y‘* ,.‘, (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
\ terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Ketentuan Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati int.

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

\gar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Jupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal g 2022
I[ BUPATI S AWA,

)(-f MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar

pada tanggal 46 pobruars 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR 16



LAMPIRAN

PERA BUPATI SUMBAWA
NOMOR AHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 56 TAHUN 2020
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRA.JA KABUPATEN SUMBAWA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUMBAWA
KEPALA SATUAN
SEKRETARIS
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